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Abstrak
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip dan standard fair and equitable treatment FET dalam

kerangka hukum investasi internasional dan menganalisis interpretasi prinsip FET pada sengketa investasi

internasional terutama dalam sengketa yang melibatkan Indonesia untuk kemudian dijadikan suatu

pembelajaran dan materi evaluasi bagi kebijakan hukum Indonesia mengenai investasi asing di masa yang

akan datang. Prinsip FET sebagai prinsip fundamental dalam hukum investasi internasional sudah

dipraktekkan secara global. Tetapi, prinsip yang bertujuan untuk menjaga dan memberikan perlakuan sama

rata dan non-diskriminatif terhadap investor dan investasi asing ini tidak luput dari permasalahan hukum.

Ragam klausula FET di tiap perjanjian investasi internasional menimbulkan multiinterpretasi mengenai

standard keberlakuan FET terutama dalam sengketa investasi internasional. Dalam kerangka hukum

investasi internasional terdapat beberapa klasifikasi standard FET: FET sebagai ldquo;FET unqualified

rdquo;/FET sebagai autonomous/ independent standard, FET sebagai customary international law minimum

standard dan FET mencakup standard lainnya seperti salah satu contohnya full protection and security FPS .

Metode penelitian yang digunakan adalah metode doktrinal melalui studi kepustakaan. Melalui penelitian

ini, kesimpulan yang diraih adalah klasifikasi FET sebagai customary international law minimum standard

merupakan standard yang menjadi preferensi investor dan juga host States dan pengaturan hukum Indonesia

mengenai investasi asing masih lemah dan belum berhasil mengakomodir perkembangan hukum investasi

internasional. Langkah strategis untuk memperbaiki dan memperkuat pengaturan hukum investasi asing di

Indonesia diperlukan agar posisi dan kepentingan Indonesia sebagai host States lebih solid tanpa melanggar

hak-hak investor asing terutama hak asasi yang mendasar.

......

This research aims to scrutinize and to provide answers to three matters the workings of principle of fair and

equitable treatment FET within the framework of international investment law, the rationale and approach of

FET interpretation in investment disputes, especially those involving Indonesia, and also possible update s

or reform s for Indonesia rsquo s future investment policies. Without a doubt, FET has become and is a

fundamental principle in international investment law hence its global practice. Contemporary international

investment law recognises some FET classifications ldquo FET unqualified rdquo FET as autonomous

independent standard, FET as customary international law minimum standard and FET that embraces other

standards of treatment such as full protection and security FPS among others. However, FET existence to

guard and guarantee equitable and non discriminative measures toward foreign investor and investment is

inevitably exposed to legal problem s . Due to different wordings and classifications of FET, different
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arbitral tribunals subsequently produced multiple interpretations of FET. In essential, the research employs

doctrinal method and library based research method. As reflected in the research, one may see that FET as

customary international law minimum standard is a much favoured standard by host States and foreign

investors alike. One may also see that there are weaknesses in Indonesia foreign investment policies thus

strategic moves are necessary to be made in order to update and strengthen Indonesia rsquo s interests and

position as host States without putting basic rights of foreign investor in jeopardy.


